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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 18 TAHUN 2021
TENTANG

PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DAN PENYELENGGARAAN

Menimbang

Mengingat

PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan,
dan Pasal 44 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang
dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di

Jalan;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5468);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6642);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);
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MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DAN
PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN
BERMOTOR DI JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Fasilitas Penimbangan adalah fasilitas penimbangan
yang dipasang secara tetap yang terdiri atas fasilitas
utama dan fasilitas penunjang yang mempunyai fungsi
pengawasan muatan angkutan barang.

2. Alat Penimbangan adalah seperangkat alat yang
diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa
atau penimbangan kendaraan bermotor beserta
muatannya yang dapat dipasang secara tetap atau yang
dapat dipindahkan.

3. Alat Penimbangan Metode  Statis adalah Alat
Penimbangan kendaraan bermotor dalam posisi berhenti.

4. Alat Penimbangan Metode Dinamis adalah Alat
Penimbangan kendaraan bermotor dalam posisi bergerak
(weigh in motion).

5. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu
tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan
di ruang lalu lintas jalan.

6. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau
tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan
tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal
yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan
pengujian yang dijalankan atas alat ukur, alat takar, alat
timbang, dan alat perlengkapan yang belum dipakai.

7. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda
Tera sah atau Tera batal yang berlaku atau memberikan

keterangan tertulis yang bertanda Tera sah atau Tera
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batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan
pengujian yang dijalankan atas alat ukur, alat takar, alat
timbang, dan alat perlengkapan yang telah ditera.

Satuan Pelayanan Unit Pelaksana Penimbangan
Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut dengan
Satpel UPPKB adalah unit kerja di bawah Kementerian
Perhubungan yang melaksanakan  pengoperasian
Fasilitas Penimbangan.

Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan
bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin
Mengemudi.

Alat Berat adalah barang yang karena sifatnya tidak
dapat dipisahkan, sehingga memungkinkan angkutannya
melebihi muatan sumbu terberat dan/atau dimensinya
melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.
Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang
menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang
dengan kendaraan bermotor umum.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas
dan angkutan jalan.

Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang
bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu
lintas dan angkutan jalan.

Direktorat Jenderal adalah  Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat.

Kepala Balai adalah Kepala Balai Pengelola Transportasi

Darat.
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BAB II
PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 2
Pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum barang
wajib mematuhi ketentuan mengenai:
a. tata cara pemuatan;
b. daya angkut;
c. dimensi kendaraan; dan
d. kelas jalan yang dilalui.
Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a penempatan muatan pada ruang muatan;
b. distribusi beban;
c. tata cara pengikatan muatan;
d. tata cara pengemasan; dan
e. tata cara pemberian label atau tanda.
Daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditetapkan berdasarkan jumlah berat yang
diizinkan (JBI) dan/atau jumlah berat kombinasi yang
diizinkan (JBKI).
Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan dimensi utama kendaraan bermotor
yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan
julur belakang kendaraan bermotor sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kelas jalan yang dilalui sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan rambu kelas

jalan.

Pasal 3
Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan
pengawasan muatan Angkutan Barang.
Pengawasan muatan Angkutan Barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan

alat pengawasan dan pengamanan jalan.
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